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6. Koordinasi lintas sektor yang belum malsimal 

Sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, 
serta mitra kerja terkadang belum berjalan optimal, sehingga 
menimbulkan tumpang tindih atau keterlambatan layanan. 

2.2.2 lsu Strategis Peranglat Daerah 

lsu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau 
kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila 
tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan 
daerah Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Kecamatan 

Bunguran Timur merupakan permasalan, tantangan, dan peluang yang 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk 

mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai perangkat daerah yang 
memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan umum serta 

sebagan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberian pelayanan public, Kecamatan Bunguran 
Timur memegang peran kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. 

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu 
identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan 

pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan 

permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan 

permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat 
Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala 
daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kondisi pelayanan publik, 
terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

perencanaan pembangunan Kecamatan Bunguran Timur, yaitu: 



1. Peningkatan ualitas pelayanan public 
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan 

berbasis digital semakin tinggi, sementara fasilitas dan SDM masih 

terbatas. 
2. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan 

Masih adanya aparatur yang membutuhkan peningkatan kompetensi, 
baik dalam bidang administrasi pemerintahan, teknologi informasi, 

maupun pelayanan prima 
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan 

Fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai menjadi 

tantangan dalam memberikan layanan yang efektif dan nyaman bagi 

masyarakat. 
4. Keterbatasan anggaran dalam mendukrung program prioritas 

Dukungan keuangan yang relatif kecil menghambat pelaksanaan 
inovasi pelayanan dan kegiatan pembinaan masyarakat. 

5. Meningkatnya beban pelayanan seiring pertumbuhan penduduk 
Jumlah penduduk yang padat di wilayah Bunguran Timur 

menyebabkan kebutuhan pelayanan administrasi semakin tinggi. 
6. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan 

Masih perlunya peningkatan sinergi antara kecamatan, perangkat 
daerah, instansi vertikal, dan mitra kerja seperti lembaga perbankan, 

BPIS, serta organisasi masyarakat. 
7, Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat 

Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam urusan 
administrasi dan layanan publik menuntut strategi untuk 

meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka 
8. Pembinaan ketenteraman dan kerukunan masyarakat 

Dinamika sosial dan keberagaman masyarakat memerlukan perhatian 
khusus agar tercipta kondisi wilayah yang aman, harmonis, dan 

kondusif 
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BABIII 
TUJUAN, SASARAN, 

STRATEGI DAN ARAH 
KEBIJAKAN 



BAR III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Bunguran Timur 

Kabupaten Natuna yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok 
fungsi Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna maka dirumuskan 

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang 
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Bunguran 
Timur Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan 
dan sasaran PD adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan 
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 
arsitektur kinerja PD dalam periode jangka menengah. Masing-masing 
Tuajuan dan Sasaran memiliki indikator kinerja dan target yang ingin dicapai 
pada akhir periode jangka menengah. Indikator indikator kinerja terse but 

selanjutnya akan diperjanjikan dengan Bupati Kabupaten Natuna melalui 
target tahunan setiap tahunnya dalam periode jangka menengah. 

3.1 Tujuan 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta 

menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Kecamatan 

Bunguran Timur menetapkan tujuan strategis sebagai bagian penting dalam 

Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Tujuan Renstra Kecamatan 
Bunguran Timur disusun untuk mengarahkan seluruh proses perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan 
daerah secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan ini juga 
mencerminkan komitmen Kecamatan Bunguran Timur dalam 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten, terutama dalam hal koordinasi pemerintahan, 
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pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa/kelurahan, 

serta menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. 

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang melaksanakan Fungsi 
Penunjang urusan Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap pencapaian 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaiman disajikan 
dalam berikut: 

Tabel 3.1 Kontribusi Kecamatan Bunguran Tiu Terhadap pencapaian 
Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD 

Terwujudnya 
Kabupaten 
atu.a 

yang Makarur, 
Berdaya Saing 

dan 
Berbuday.a 

Mewujudk 
Tat Kello.la 

Peneoitaban 
yang Bers.ih da 

Bebe.i 
Tele »log 

Menopti alien 
lmpleetas 

Reform «si 
Birokrasd 
Bert a 

Teleoloi 

Meningkatry.a 
Ku.alita 
lay.in.n 

Publik dan 
Optima.has 
Permanhaa a 

Teknolog 
Inforrasi 

Mengacu pada rumusan Kontribusi Kecamatan Bunguran Timur terhadap 
pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD, tujuan yang akan 

dicapai oleh Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam 

melaksanakan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang 
dihadapi adalah Meningkatkan aluntabilitas kinerja dan kualitas 
pelayanan publik" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. 

3.2 Sasaran PD 

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah 

ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan 
program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah 

pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bunguran 
Timur Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 
2025-2029 adalah sebagai berikut. 





mengatasi berbagai tantangan, serta mengoptimalkan potensi dan peluang 
yang dimiliki wilayah Kecamatan Bunguran Timur, sehingga seluruh upaya 
pembangunan dapat terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai 
dengan kewenangan kecamatan serta mendukung pencapaian tujuan 
pembangunan daerah Kabupaten Natuna secara menyeluruh. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten 
Natuna mengacu kepada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan 
dengan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 
2025-2029. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran 
adalah sebagai berikut. 

I. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan 
prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan 
kedisiplinan aparatur 

2. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dengan pendidikan, 
pelatihan, dan sistem pembinaan kinerja yang transparan. 

3. Optimalisasi fungsi koordinasi antara kecamatan, kelurahan, 
perangkat daerah, dan instansi vertikal untuk mendukung 
pembangunan wilayah. 

4, Pemberdayaan masyarakat melalui forum musrenbang, kemitraan 
dengan organisasi masyarakat, dan pengembangan potensi lokal 

5. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan kecamatan 
yang representatif dan ramah masyarakat. 

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan 
sesuai prinsip transparansi 

3.4 Arah Kebijakan 

Arah kebijakan Kecamatan Bunguran Timur disusun scbagai pedoman 
dalam melaksanakan strategi pembangunan di tingkat kecamatan. Arah 
kebijakan ini menjadi acuan operasional bagi penyusunan program dan 
kegiatan, sehingga setiap langkah pembangunan dapat lebih terarah, 
terukur, dan berkesinambungan. 
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG
UMUM









Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atauBangunan Lainnya 
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daera.h 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 
PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 
Kecamatan 

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
di Wilayah Kecamatan 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
di Wilayah Kecamatan 

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 
perberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 
Peringkatan Kapasitas Lemnbaga Kemasyarakatan 
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